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ABSTRAK 

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, diharuskan untuk 

memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam 

pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Juntco Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini membahas analisis hukum dan tinjauan 

Maqasid Syariah terhadap putusan Nomor. 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn yang 

mengabulkan permohonan carai talak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

tanpa surat izin atasan. Kajian ini bertujuan mengungkap pertimbangan hukum 

hakim. Kesesuaian putusan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip Maqasid 

Syariah. 

 

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, kasus, dan konsep. Data diperoleh melalui studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-

undangan terkait, dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif 

dengan mengkaji kesesuaian putusan dengan norma hukum dan nilai-nilai 

kemaslahatan dalam syariat. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan 

cerai talak karena telah terbukti adanya alasan sah untuk bercerai sesuai Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, 

meskipun secara administratif pemohon melanggar ketentuan kepegawaian 

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. 

Dari perspektif Maqasid al-Syariah, putusan tersebut dinilai selaras dengan upaya 

menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan (hifz al-‘ird), serta 

merupakan bentuk kemaslahatan dalam menghindari kerusakan rumah tangga yang 

berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara 

hukum administrasi kepegawaian dan hukum agama agar setiap putusan perceraian 

PNS tetap menjunjung disiplin birokrasi tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan. 

 

 

Kata kunci: Maqasid Syariah, perceraian, PNS, izin atasan, hukum Islam. 
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ABSTRAK 

 

Divorce filed by a Civil Servant (PNS) is required to obtain prior authorization from 

a competent official, as stipulated in Article 3 of Government Regulation No. 10 of 

1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants in conjunction 

with Article 1 of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and 

Divorce Permits for Civil Servants. This research analyzes the legal framework and 

the Maqasid al-Shariah perspective on Decision Number 

1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, which granted a divorce petition (cerai talak) filed by a 

Civil Servant without obtaining authorization from his superior. The study aims to 

examine the judges’ legal considerations and assess the conformity of the decision 

with Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), 

and the principles of Maqasid al-Shariah. 

This research applies a normative juridical method with statutory, case, and 

conceptual approaches. Data were collected through library research, focusing on 

primary legal sources such as court rulings, relevant legislation, and Islamic legal 

literature. The analysis was conducted qualitatively to assess the alignment between 

the court’s decision, statutory norms, and the principles of public benefit 

(maslahah). 

The findings show that the court granted the petition based on valid legal grounds 

for divorce as stipulated in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 and 

Article 116 of the Compilation of Islamic Law, despite the petitioner’s 

administrative violation of Government Regulation No. 10 of 1983 jo. No. 45 of 

1990. From the Maqasid al-Shariah perspective, the ruling aligns with the 

objectives of preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), and dignity (hifz 

al-‘ird), serving the greater public interest by preventing prolonged domestic harm. 

The study recommends harmonizing administrative and religious legal frameworks 

to ensure that divorce rulings involving civil servants uphold bureaucratic discipline 

while maintaining the principle of maslahah. 

 

Keywords: Maqasid al-Shariah, divorce, civil servant, superior’s authorization, 

Islamic law. 
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MOTTO 

 

“Orang bodoh ysng rela melakukan apapun lebih berbahaya daripada orang pintar yang 

tidak punya nyali” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab 

ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

Huruf 

 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B/b Be ب

 Ta T/t Te ت

 Ṡa Ṡ/ṡ Es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim J/j Je ج

 Ḥa Ḥ/ḥ Ha (dengan ح

titik di bawah) 

 Kha Kh/kh Ka dan ha خ

 Dal D/d De د

 Żal Ż/ż Zet dengan titik ذ

di atas 

 Ra R/r Er ر

 Zai Z/z Zet ز

 Sin S/s Es س



 

 

xiii 

 

 - Syin Sy/y ش

 Ṣad Ṣ/ṣ Es (dengan ص

titik di bawah) 

 Ḍad Ḍ/ḍ De (dengan ض

titik di bawah) 

 Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan ط

titik di bawah) 

 Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan ظ

titik dibawah) 

 Ain ‘_ Koma terbalik‘ ع

di atas 

 Gain G/g Ge غ

 Fa F/f Ef ف

 Qaf Q/q Qi ق

 Kaf K/k Ka ك

 Lam L/l El ل

 Mim M/m em م

 Nun N/n en ن

 Wau W/w W و

 Ha H/h Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Ya Y/y Ye ي

 

A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

دةَ   ّ  Ditulis Muta’addidah مُتعَدَ ِّ



 

 

xiv 

 

دَّة   iddah’  ع ِّ

 

B. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة    Ditulis hikmah ح ِّ

لَّة    illah’ ع ِّ

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka -ditulis 

dengan h 

أوْل ِّياَء ِّ  َّ  'Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الْ

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t 

atau h. 

 Ditulis Zakah al-Fiṭri زَكَاةُ الْف ِّطْر ِّ 

 

C. Vokal Pendek 

 َّ َّ  Ditulis a 

 Fa’ala فعََلَ 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya 

disingkat PNS, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN 

(Aparatur Sipil Negara). Pengertian ASN itu sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 1 

UU No 5/2014 menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan PPK yang bekerja pada intansi Pemerintah. Namum dalam hal ini lebih di 

Fokuskan Pada Aparatur Sipil Negara yaitu PNS, maka secara normatif Pengertian 

PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil 

Negara dalam pasal 1 angka 3 Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat pembina disini adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN dan pembinaan 

manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dalam sebuah akad yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi 

suami maupun istri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan 

negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus mengikuti 
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aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga ketertiban, dan keberlangsungan 

hidup manusia. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Hukum perkawinan adalah himpunan aturan dan ketentuan hukum yang 

mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan antara dua 

orang yang ingin bersatu dalam suatu ikatan yang sah menurut hukum, baik itu 

dalam segi syarat-syarat, prosedur, hak dan kewajiban, serta sanksi yang berlaku 

dalam pernikahan tersebut. Hukum perkawinan juga mencakup peraturan mengenai 

perlindungan hak-hak dan kepentingan pasangan yang terlibat dalam pernikahan, 

serta perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.2 

Syarat-syarat pernikahan yang berlaku di Indonesia pernah termuat di dalam 

UU No.1 Tentang perkawinan tahun 1974 yang kemudian di ubah karena alasan 

tertentu sehingga di ubah menjadi UU No.16 tahun 2019 yang kemudian perubahan 

tersebutlah yang saat ini di jadikan aturan terbaru mengenai batas usia nikah. 

Sahnya perkawinan diatur dalam Undang- undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan itu” yang dimaksud disini ialah sahnya 

perkawinan tersebut apabila mengikuti aturan agama dari masing-masing pihak. 

 
1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
2 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013) hal 

55. 
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Yang pastinya kita ketahui aturan dari masing-masing agama di Indonesia berbeda- 

beda. Sahnya perkawinan tersebut juga diharuskan memiliki bukti kuat adanya 

pernikahan demikianlah, kebijakan pemerintah membuat peraturan mengenai 

pencatatan perkawinan dengan adanya ini untuk melindungi segala bentuk hak hak 

yang ada di dalamnya. 

Perkawinan juga disebut sebagai suatu perjanjian adalah karena proses dalam 

mengadakan suatu ikatan perkawinan dimulai dengan akad, disertai pemenuhan 

syarat syah dan rukun tertentu, sedangkan untuk memutuskan perjanjian tersebut 

harus melalui prosedur talak, syiqaq atau kemungkinan terjadinya fasak.3 

Sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil juga harus 

memenuhi syarat: 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib 

melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak 

tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda 

atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. 

2. Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri: 

a. Salinan sah Surat Nikah/Akte Perkawinan. 

b. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar Perceraian 

merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya 

hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai 

 

3 Bahtiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga 

Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”. Jurnal Ilmu 

Syari’ah, (2018), hlm. 81-83. 
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suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah 

tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus 

hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah 

pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Perceraian bukanlah 

kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan 

pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu 

darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan 

persengketaan dalam perkawinan. 

Perceraian dapat terjadi jika para pihak memiliki alasan untuk melakukan 

perceraian, baik dari faktor ekonomi, harmonisasi, dan juga keturunan dapat 

menjadi alasan terjadinya perceraian. Alasan yang dapat mendukung perceraian 

gugat atau talak juga disebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan: 

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk ataupun 

penjudi atau perbuatan lain yang menjadi tabiat buruk. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa 

persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah. 

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

4. Pertengkaran dan juga perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup 

rukun.4 

 

4 Pasal 116 Kompilasi Hukum islam tahun 1991 
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Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa 

alasan hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang 

telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan- 

alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat 

mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain 

itu, enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara 

lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan 

wewenang hakim di pengadilan .5 

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis 

atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dengan 

ketentuan sebagai berikut:6 

1. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin; dan 

2. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat harus mendapat surat 

keterangan. 

Alasan dapat melakukan perceraian sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak berbuat zina. 

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar 

disembuhkan. 

c. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan 

 

5 Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 

tentang Perkawinan 

 
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 4. 
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tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya. 

d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman 

yang lebih berat. 

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat. 

f. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada 

harapan untuk rukun kembali. 

Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila: 

1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut. 

2. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 

Tahun 1983. 

3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 

Permintaan ijin untuk bercerai diberikan apabila: 

a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya. 

b. Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN 

No. 08/SE/1983. 

c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku 

d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal 

sehat. 

Dalam hal perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka apabila anak 

mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji sebagai berikut: 

1. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk PNS pria. 

2. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk bekas isteri. 
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3. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas 

Didalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, merupakan Putusan atas 

perkara cerai talak yang diajukan oleh Penggugat (suami) yang bekerja sebagai PNS 

kepada Tergugat (istri) yang bekerja sebagai Karyawan Swasta. Dalam BAP 

halaman 27, tidak disebutkan adanya surat izin cerai dari atasan. Namun dalam 

Amar Putusan halaman 42, Majelis Hakim tetap mengabulkan cerai dari pemohon. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Aturan Perceraian dalam PNS pada 

Undang-undang apakah pemberlakuan ini sudah efektif atau masih banyak PNS 

yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. 

Berdasarkan paparan permasalahan pada latar belakang diatas, penulis sangat 

tertarik untuk meneliti secara langsung dan lebih mendalam mengenai surat izin 

cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan membuat 

menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Dikabulkannya 

Gugatan Talak Pegawai Negeri Sipil Tanpa Surat Izin Dari Atasan (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Sleman No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn). 

B. Rumusan Masalah 

Melihat begitu luasnya masalah mengenai Perceraian tersebut, penulis 

mengambil pokok permasalahan mengenai Perceraian dalam aturan Pegawai Negeri 

Sipil. dalam maqashid syariah. Adapun perumusan masalah berdasarkan pokok 

permasalahannya, sebagai berikut: 

1. Mengapa Hakim mengabulkan permohonan talak pada putusan 

No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn tahun 2021? 

2. Bagaimana pertimbangan tersebut dianalisis dalam perspektif  maqashid syariah? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai di dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sleman 

terhadap perkara perceraian yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Bagaimana upaya hukum terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam 

Maqashid Syariah dan juga teori Tujuan Hukum. 

Adapun manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari skripsi ini, sebagai berikut: 

a) Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran terhadap 

masyarakat mengenai pentingnya memenuhi aturan yang ditujukan kepada Pegawai 

negeri sipil dalam suatu perkawinan, dan dapat memberikan acuan kepada 

Pengadilan agama untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada masyarakat 

dengan edukasi mengenai peraturan perceraian dalam aturan pegawai negeri sipil 

merupakan upaya untuk menyelamatkan masa depan bagi keluarga juga. Dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan tentang 

Dispensasi Perkawinan dan juga Perceraian dalam Fiqh dan Hukum Positif serta 

dampak hukum bagi suatu keluarga. 

b) Praktis 

Penelitian ini di harapkan menjadi inspirasi bagi lembaga hukum terkait 

Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan dalam memberikan edukasi kembali mengenai 

dampak negatif yang lahir akibat tidak mentaati aturan yang berlaku. Dapat 
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digunakan bagi pihak yang memerlukan bahan bacaan sebagai literatur serta dapat 

dijadikan rujukan bagi masalah masalah yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis. 

 

D. Telaah Pustaka 

Secara umum Tinjauan Pustaka merupakan menelaah kembali penelitian 

terdahulu yang di dalamnya memiliki kesamaan topik permasalahan. 

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Dwi Rhman Fitriaji, Skripsi dengan judul 

“Analisis cerai gugat Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan 

Agama Cikarang”. Skripsi yang meneliti mengenai perceeraian yang dilakukan 

oleh Pegawai Negeri sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

analisis komparatif dengan metode pengumpulan data melalui library research, 

yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku-buku hukum 

positif dan hukum Islam, jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang relevan yang 

diperoleh dari perpustakaan, internet, dan sumber kepustakaan lainnya yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 

wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Cikarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa maraknya kasus cerai gugat yang melibatkan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Cikarang disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah fakta bahwa masih ada PNS perempuan yang tidak melampirkan 

surat izin atasan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Padahal, surat izin 

atasan merupakan salah satu syarat administratif bagi PNS yang ingin mengajukan 

cerai di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat suatu 
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metode penetapan hukum yang dikenal dengan istilah maslahah mursalah. Metode 

ini digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit tercantum 

dalam dalil syar'i, namun dapat dijadikan sebagai acuan untuk kemaslahatan umat. 

Oleh karena itu, tidak mencantumkan surat izin atasan dalam kasus cerai gugat oleh 

PNS dapat menimbulkan kemudharatan, karena dapat berakibat pada pemberian 

sanksi administratif dari instansi tempat PNS tersebut bekerja, baik berupa sanksi 

ringan maupun berat.7 

Kedua, Skripsi yang tulis M. Ridho Saputra yang berjudul “pelaksanaan 

perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Senggeti 

Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama 

Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta masalah yang muncul dalam perceraian 

ASN dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengeti, Kabupaten Muaro 

Jambi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga ASN. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Empiris Juridis, yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian langsung 

di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah yang timbul. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim berusaha sebaik mungkin untuk 

menasihati pemohon agar berdamai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak 

berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran 

tergugat. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah 

 
7 Dwi Rahma Fitriaji “Analisis cerai gugat Pegawai Negri Sipil ditinjau dari Hukum 

Islam di Pengadilan Agama Cikarang” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri 

Syarif Hidayatullah (2022). 
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pihak tidak berhasil. Majelis Hakim menilai alasan pengajuan gugatan oleh 

pemohon disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga 

mereka. Meskipun tergugat telah mengabaikan hak-haknya dengan tidak hadir 

dalam persidangan, untuk mengetahui bentuk, sifat, jumlah, dan kualitas sengketa 

dalam rumah tangga pemohon dan tergugat, serta untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya kesepakatan perceraian yang tidak sah menurut hukum, 

Majelis Hakim tetap mengharuskan dan memerintahkan pemohon untuk 

membuktikan semua argumen dalam gugatan dengan bukti yang sah.8 

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Agus Mahfudin dan khoirotul Waqi’ah dengan 

judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten 

Sumenep Jawa Timur”, Penelitian ini Terfokus kepada dampak yang ditimbulkan 

mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda 

Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah field research yang digunakan untuk menghimpun informasi 

melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dam melalui observasi 

lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal 

ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis sama membahas 

dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, Sedangkan penelitian terfokus 

kepada perceraian sebagai bagian dari dampak. Kemudian perbedaan penelitian 

 

8 M. Ridho Saputra” pelaksanaan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di 

Pengadilan Agama Senggeti Kabupaten Muaro Jambi”Skripsi, Universitas Jambi, Fakultas 

Hukum(202). 
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yang ditulis oleh Agus Mahfudin dengan penulis dari segi latar tempat dan 

lingkungan.   

Keempat, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Layla Hilmiya Fauziyah dengan 

judul "Relevansi Pendapat Majelis Hakim Mengenai Cerai Pegawai Negeri Sipil 

Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terkait cerai talak oleh PNS tanpa 

izin atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan relevansinya dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis isi dengan mengacu pada sumber dokumen dan bahan 

bacaan, khususnya berkas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 

1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan 

tersier dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan studi 

kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim 

Pengadilan Agama Sumedang merujuk pada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai dasar 

dalam memeriksa perkara cerai talak PNS tanpa izin. Pada akhirnya, permohonan 

cerai tersebut dikabulkan 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, 

dan Armasito dengan judul “Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa 
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Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maslahah”.9 

Penelitian ini membahas tentang putusan cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Pengadilan Agama Kota Palembang yang diajukan tanpa izin dari atasan, 

serta ditinjau dari perspektif maslahah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk 

memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus dan mengabulkan 

gugatan cerai meskipun tanpa izin atasan, serta urgensi dari keputusan tersebut 

berdasarkan prinsip kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui landasan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang 

diajukan oleh PNS tanpa izin dari pejabat berwenang, serta menganalisis urgensi 

dari keputusan tersebut dalam perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan 

metode dengan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan 

untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan normatif 

digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang berlaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai 

karena alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi syarat, didukung oleh 

keterangan saksi dan bukti yang kuat. Keputusan ini diambil untuk menghindari 

kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. (2) Dari perspektif maslahah, 

hakim berpegang pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa 'mencegah kerusakan 

harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan'. Dengan demikian, hakim 

memprioritaskan pencegahan kemudaratan dibandingkan dengan formalitas 

administratif izin dari atasan. Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

 
9 M. Apriansyah Topan,dkk. ‘’PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF 

MASLAHAH ‘’.Jurnal usroh. Volume 6 No .2, Des. 2022 hal.138 
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chandra Utami dan Setyaningsih dengan judul “Ditolaknya Gugatan Perceraian 

Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memastikan alasan putusnya perkawinan dan pertimbangan 

hakim mengenai keputusannya dalam menolak perceraian. Hasil dari penelitian ini 

adalah Hakim menolak putusnya perkawinan Antara kedua dokter yang berstatus 

sebagai PNS karena tidak adanya surat izin perceraian dari atasan yang seharusnya 

juga di lampirkan dalam alat bukti surat. 

E. Kerangka Teoretik 

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur setiap aspek kehidupan manusia, 

baik yang bersifat individu maupun sosial. Salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia adalah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya 

dipandang sebagai ikatan biologis atau hubungan emosional antara dua insan, tetapi 

sebagai institusi suci yang memiliki kedudukan tinggi dan tujuan-tujuan luhur. Hal 

ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata ritual 

sosial, tetapi juga mengandung hikmah besar yang berkaitan dengan Maqasid 

Syariah—tujuan utama dari hukum Islam. 

Konsep Maqasid Syariah merupakan salah satu fondasi penting dalam studi 

hukum Islam (fiqh) dan ushul fiqh, yang berfungsi untuk memahami esensi dibalik 

pensyariatan hukum-hukum tertentu dalam Islam. Melalui pernikahan, Maqasid 

Syariah dapat diterapkan secara nyata, terutama dalam hal menjaga agama (hifz al-

din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz 

al-mal). 
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1. Pengertian Maqasid Syariah 

Secara etimologis, kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsid yang 

berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti jalan atau hukum yang 

ditetapkan Allah SWT untuk hamba-Nya. Secara terminologis, Maqasid 

Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan 

(mafsadah)10. Al-Imam Al-Ghazali membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: 

ḍarūriyyah (ضروري ة) primer, ḥājiyyāt (حاجي ات) sekunder, dan taḥsīniyyāt 

 tersier. Dalam kategori daruriyyat, terdapat lima hal utama yang harus (تحسيني ات )

dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.11 

2. Pengertian dan Tujuan Pernikahan menurut Islam 

a. Pengertian pernikahan menurut islam 

Dalam Islam, pernikahan atau an-nikāḥ memiliki kedudukan yang 

sangat mulia. Secara etimologis, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab 

naqaha–yankiḥu–nikāḥan yang berarti “menghimpun” atau “menyatukan”. 

Dari segi istilah syar’i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan 

suami-istri dan menimbulkan hak serta kewajiban antar keduanya. Nikah 

juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama setelah ibadah 

mahdhah. 

Wahbah Az-Zuhaili, dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 

 
10 Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1996, hlm. 20. 

 
11 Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 

1937, hlm. 174. 
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menjelaskan bahwa: “Nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan 

dengan tujuan membolehkan hubungan suami istri dan untuk membentuk 

keluarga yang harmonis”.12 

Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan: 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.” 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak 

sekadar bentuk ikatan biologis, tetapi merupakan kesepakatan yang 

mengandung nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan upaya membentuk 

masyarakat yang harmonis. 

b. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terbatas pada aspek fisik atau 

duniawi saja, tetapi menyangkut dimensi spiritual, sosial, dan 

keberlangsungan umat manusia. Tujuan ini bersesuaian dengan prinsip-

prinsip maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. 

1) Mewujudkan Ketenangan dan Ketentraman (Sakinah) 

Salah satu tujuan utama pernikahan disebutkan dalam QS. Ar-

Rum: 2:  

 ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان

 في ذلك لايات لقوم يتفكرون

 
12 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 

2004. 
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).” 

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ketenteraman dalam rumah 

tangga tidak hanya bersifat fisik, melainkan emosional dan spiritual, 

yang hanya bisa dicapai melalui ikatan pernikahan yang sah dan 

diridhai Allah.13 

2) Menyalurkan Naluri Seksual secara Halal 

Islam mengakui keberadaan naluri seksual dalam diri manusia 

dan memberikan jalan yang halal untuk menyalurkannya, yaitu 

melalui pernikahan. Hal ini untuk menjaga kehormatan, menekan 

potensi zina, dan menjaga kesehatan moral masyarakat. 

Prof. Ahmad Rofiq menyebut bahwa nikah dalam Islam adalah 

media yang sah dan bermartabat untuk memenuhi kebutuhan 

biologis yang jika tidak disalurkan dengan benar, dapat 

menyebabkan kerusakan moral dan sosial.14 

Pernikahan menjadi pelindung dari perbuatan keji, sebagaimana 

disebutkan dalam QS. Al-Isra’: 32: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” 

 
13 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1992. 
14 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001. 
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3) Melanjutkan Keturunan yang Sah dan Berkualitas 

Pernikahan juga berfungsi untuk menjaga keturunan (hifz al-

nasl) yang sah dan terhormat. Hal ini penting dalam menjaga nasab, 

warisan, dan hak-hak anak. Rasulullah SAW bersabda: 

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan 

membanggakan jumlah umatku di hadapan para nabi pada hari 

kiamat.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i) 

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki kedudukan 

sosial dan hukum yang jelas, dan hal ini merupakan dasar 

pembentukan generasi yang berkualitas baik secara fisik, 

intelektual, maupun spiritual. 

4) Menjaga Kehormatan dan Martabat 

Pernikahan adalah benteng untuk menjaga kehormatan diri 

(‘iffah). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pernikahan adalah cara 

paling mulia untuk memelihara kehormatan pribadi serta menjaga 

stabilitas sosial dari perilaku menyimpang.15 Ini merupakan 

perwujudan dari maqashid syariah dalam menjaga jiwa dan akhlak. 

5) Pendidikan Tanggung Jawab dan Kepemimpinan 

Melalui pernikahan, individu belajar untuk mengemban 

tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua. Tanggung jawab 

ini mencakup pengelolaan ekonomi, pendidikan anak, dan 

keterlibatan sosial. Ali Yafie, dalam bukunya Fiqh Sosial, 

 
15 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalat, Jakarta: Bulan Bintang, 1996. 
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menyatakan bahwa keluarga adalah miniatur masyarakat yang 

pertama kali membentuk karakter dan akhlak manusia.16 

6) Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah 

Pernikahan bukan hanya transaksi sosial, tetapi juga bagian dari 

ibadah. Hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat yang 

benar bernilai pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah 

bersabda: 

“Pada setiap hubungan seksual kalian terdapat sedekah.” Para 

sahabat bertanya, “Apakah jika seseorang menyalurkan syahwatnya 

juga mendapat pahala?” Beliau menjawab, “Bukankah jika ia 

melakukannya di tempat haram maka berdosa? Maka jika ia 

melakukannya di tempat halal, maka itu berpahala.” 

3. Maqasid Syariah dalam Pernikahan 

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama) 

Pernikahan berperan besar dalam menjaga dan memperkuat agama 

seseorang. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri saling 

mendukung dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran 

strategis dalam pembinaan keimanan. Rumah tangga yang Islami akan 

melahirkan generasi yang taat beragama dan menjadikan nilai-nilai agama 

sebagai landasan kehidupan. 

Dengan adanya pernikahan, seseorang terhindar dari perzinaan dan 

 
16 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan, 1994. 
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dosa-dosa besar yang dapat merusak kehormatan dan keimanan. Selain itu, 

pernikahan membuka ruang untuk membentuk keluarga yang menjadi 

tempat pendidikan agama bagi anak-anak.17 

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Islam sangat menekankan perlindungan jiwa manusia. Salah satu cara 

menjaga jiwa dari kehancuran moral dan fisik adalah melalui pernikahan 

yang sah. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi solusi syar’i untuk 

menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara terhormat dan 

bertanggung jawab. 

Tanpa pernikahan, manusia akan cenderung mencari pelampiasan 

syahwat melalui cara-cara yang diharamkan, seperti zina, yang dapat 

merusak moral individu dan sosial. Selain itu, pernikahan juga menciptakan 

rasa aman dan tenteram dalam diri manusia karena adanya dukungan 

emosional dan psikologis dari pasangan.18 

c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal) 

Menjaga akal adalah salah satu prioritas syariat, karena akal merupakan 

alat utama dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Kehidupan 

pernikahan yang harmonis memberi pengaruh besar terhadap stabilitas 

psikologis yang berdampak langsung pada ketenangan berpikir dan 

kesehatan mental. 

 
17 Muhammad Hashim Kamali, Maqasid al-Shariah: Made Simple, IIIT, 2008, hlm. 35–

36. 

 
18 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyat, Cairo: Dar al-Shuruq, 1992, hlm. 67. 
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Dalam keluarga Islami, anak-anak dibesarkan dalam suasana yang 

mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Selain itu, pernikahan 

dapat menjauhkan seseorang dari penggunaan zat-zat yang merusak akal 

(seperti narkoba dan alkohol), karena kebutuhan emosional dan sosialnya 

telah terpenuhi secara halal melalui pasangan hidup.19 

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) 

Tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan dengan cara 

yang halal dan terhormat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga 

nasab agar tidak terjadi kekacauan identitas dan hak-hak anak. 

Pernikahan menjamin bahwa anak-anak lahir dalam keadaan sah dan 

mendapat pengakuan secara hukum, baik dalam aspek waris, nasab, maupun 

tanggung jawab pendidikan dan nafkah. Anak yang lahir dari hubungan 

yang sah akan mendapatkan perlindungan sosial dan keadilan hukum.20 

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta) 

Syariat Islam mengatur secara rinci tentang harta dalam pernikahan, 

termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah, mahar, warisan, 

dan harta bersama. Aturan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan 

menjaga keharmonisan rumah tangga. 

Pernikahan yang sah menjamin adanya perlindungan terhadap harta 

keluarga, baik dalam masa pernikahan maupun setelahnya (jika terjadi 

 
19 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 

892. 

 
20 Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 

The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 109. 
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perceraian atau kematian). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan juga 

menjadi sarana pengaturan ekonomi yang adil dalam Masyarakat.21 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan atau penemuan baru dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu 

penelitian.22 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 

penelitian, seperti: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada studi 

Pustaka (library research), yang berarti penelitian yang menitikberatkan pada 

fenomena yang terjadi di lapangan, dengan riset penelusuran pustaka yang berupa 

permasalahan di Pengadilan Agama Sleman sebagai langkah awal menyiapkan 

kerangka penelitian yang bertujuan memperdalam kajian teoritis yang kemudian 

data tersebut akan dianalisis oleh penulis. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat dekskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang memiliki 

konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya. 

Dengan mendeskripsikan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin 

 
21 Abd al-Karim Zaydan, Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah, Beirut: 

Mu'assasat al-Risalah, 1999, hlm. 88. 

 

22 Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 129. 
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Dari Atasan menganalisis dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan. 

c. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yuridis empiris juga disebut metode hukum sosiologis. Pengertian 

yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum 

dalam suatu kenyataan atau meneliti efektivitas hukum yang bekerja di 

masyarakat.23 Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum yang 

berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan yang diinginkan undang-undang, 

sebagaimana peraturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang 

disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun 

realita yang terjadi di masyarakat bahwa masih ada terdapat perkawinan yang 

belum memenuhi syarat-syarat perkawinan. 

d. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua 

sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti secara 

langsung di lokasi penelitian.24 Dalam penelitian ini, sumber data primer 

berasal dari studi putusan di Pengadilan Agama Sleman dan informasi 

putusan hakim yang menetapkan permohonan perceraian di Pengadilan 

 

23 Ibid., hlm. 149-150. 

 
24 Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 

71. 
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Agama Sleman alasan penulis memilih Pengadilan Agama Sleman karena 

memiliki keterkaitan dengan penulisan penulis dan juga beliau ikut 

menangani perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari 

atasan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti dari 

sumber kedua yaitu berupa data-data atau dokumen yang ada di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Selain itu juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi 

dan literatur lainnya. 

e. Analisis Data 

Analisis data adalah alur kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara 

mencari dan menyusunan data yang diperoleh dari studi Pustaka, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lainnya untuk membuat kesimpulan.25 Metode 

analisis data yang penulis gunakan yaitu Analisis Kualitatif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan mengenai penelitian ini akan digambarkan secara ringkas dan 

sistematis dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain 

sebagai berikut: 

Bab pertama penulis menuliskan bab pendahuluan, yang meliputi Latar 

Belakang permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan, Rumusan Masalah 

 

25 Ibid, hlm. 121. 
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berisi pokok permasalahan yang akan di teliti, diikuti dengan manfaat penelitian. 

Tinjauan Pustaka berisi tinjauan penelitian terdahulu yang sejenis dan juga 

membahas permasalahan yang sejenis, Kerangka Teori yang akan digunakan dalam 

penelitian, Metode Penelitian Maqashid dan juga Teori Tujuan Hukum, dan 

sistematika penulisan yang merupakan gambaran penelitan yang akan disusun. 

Bab kedua, berisi gambaran umum atau tinjauan teoritik, mengenai Perceraian 

Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Bab ketiga, menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Dikabulkannya 

permohonan Putusan Pengadilan Agama no.133/Pdt.G/202/PA.SMN. 

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri 

analisis implementasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman terkait Perceraian 

yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil dan analisis pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan perkara perceraian yang tidak menyertakan surat izin dari atasan 

dalam perspektif maqasid al-syari’ah. 

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini 

yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan penegasan jawaban terhadap 

masalah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan saran-saran 

pemikiran. Terakhir daftar pustaka yang membahas semua rujukan yang digunakan 

dalam menyusun penelitian ini.
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BAB V  

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN 

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 

1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berlandaskan pada hukum materiil 

keluarga Islam dan perdata, bukan pada aturan administratif kepegawaian. 

Hakim menilai bahwa terbukti adanya pertengkaran terus-menerus, pisah 

rumah, serta gagalnya upaya damai sehingga tujuan perkawinan tidak lagi 

dapat dipertahankan. Oleh karena itu, hakim menggunakan dasar hukum 

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 

1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai legitimasi 

untuk mengabulkan perceraian. Ketiadaan surat izin atasan dari Pemohon 

sebagai PNS tidak dianggap sebagai syarat formil maupun materiil dalam 

proses berperkara di pengadilan agama, sebab hal tersebut merupakan 

kewajiban administratif yang masuk ranah disiplin internal birokrasi, bukan 

kewenangan pengadilan agama. Dengan demikian, putusan ini menegaskan 

adanya pemisahan yurisdiksi antara hukum perdata (keluarga) dan hukum 

administratif (kepegawaian), sekaligus menunjukkan konsistensi hakim 

dalam menegakkan asas keadilan dan kewenangan yudisial sesuai ranah 

hukum yang berlaku. 

2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 

menunjukkan bahwa keputusan hakim yang mengabulkan perceraian 
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seorang PNS tanpa izin atasan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, 

yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat. Putusan ini dapat 

dipandang sebagai upaya perlindungan lima aspek pokok maqashid: 

a. Hifz al-Din (Perlindungan agama) – Perceraian dianggap solusi untuk 

mencegah kerusakan spiritual yang lebih dalam akibat konflik rumah tangga 

yang menyentuh aspek simbol-simbol agama. 

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan jiwa) – Dengan adanya dugaan kekerasan, 

perceraian diputuskan demi keselamatan fisik dan psikis pihak-pihak yang 

terlibat. 

c. Hifz al-‘Aql (Perlindungan akal) – Perceraian menjadi jalan untuk 

mengembalikan ketenangan mental dan menghindari tekanan psikologis 

berkepanjangan. 

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan keturunan) – Hakim memberikan hak asuh anak 

kepada ibu dan tetap mewajibkan ayah memberi nafkah, demi menjaga 

keberlangsungan tumbuh kembang anak. 

e. Hifz al-Mal (Perlindungan harta) – Putusan terkait nafkah iddah dan mut’ah 

memperlihatkan keadilan ekonomi yang proporsional, sekaligus menolak 

tuntutan yang tidak terbukti. 

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang 

pada teks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan dalam 

syariat. Dengan demikian, perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai jalan 

terbaik untuk menjaga kelima tujuan pokok syariat serta menegakkan prinsip 

keadilan dan rahmat dalam hukum keluarga Islam. 
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B. SARAN 

1. Perlunya Harmonisasi antara Hukum Administrasi Kepegawaian dan 

Hukum Keluarga Islam 

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn 

menyoroti adanya disharmoni antara norma-norma hukum administrasi negara 

(khususnya bagi ASN/PNS) dengan prinsip dan prosedur dalam hukum 

keluarga Islam. Dalam konteks ini, salah satu masalah utama adalah tidak 

dijadikannya surat izin atasan sebagai syarat mutlak oleh pengadilan agama 

dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak, sementara di sisi lain, 

regulasi kepegawaian masih mensyaratkannya sebagai ketentuan administratif 

yang wajib dipenuhi oleh setiap PNS. 

Ketidaksinambungan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik 

bagi pihak pengadilan maupun instansi tempat PNS bekerja. Di satu sisi, 

pengadilan dituntut untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum tanpa 

diskriminasi terhadap status sosial, termasuk kepada ASN. Di sisi lain, PNS 

tetap terikat pada kode etik dan disiplin administratif yang harus dijalankan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembuatan 

pedoman teknis atau joint regulation antara Mahkamah Agung RI, Kementerian 

Agama, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang secara eksplisit mengatur 

prosedur dan tata cara penanganan perkara perceraian yang melibatkan PNS. 

Pedoman ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam 

memutus perkara serupa di masa depan, tetapi juga membantu lembaga 
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kepegawaian untuk menyesuaikan mekanisme administratifnya agar tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan 

prinsip akses keadilan. Lebih lanjut, harmonisasi ini akan mencegah adanya 

overlapping antara yurisdiksi lembaga peradilan dan otoritas administratif 

negara, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam menjembatani dua rezim 

hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri: hukum publik administratif dan 

hukum privat keluarga Islam. 

2. Penguatan Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penilaian Hakim Peradilan 

Agama 

Saran kedua yang mendesak untuk diwujudkan adalah penguatan 

pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam) dalam proses 

penilaian dan pengambilan putusan oleh hakim-hakim di lingkungan peradilan 

agama. Kasus cerai talak yang diajukan oleh PNS dalam perkara ini tidak hanya 

menuntut pemahaman hukum normatif, tetapi juga memerlukan sensitivitas 

terhadap kondisi sosial, psikologis, dan spiritual para pihak. Dalam hal ini, 

pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka moral dan filosofis yang 

kuat untuk mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi 

juga maslahat secara sosial. 

Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama 

kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan 

harta (mal). Dalam konteks perkara ini, keberlanjutan rumah tangga yang sudah 

tidak harmonis justru dapat merusak aspek-aspek tersebut, terutama jiwa dan 

keturunan. Oleh karena itu, perceraian yang diputuskan oleh hakim, meskipun 
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tanpa izin administratif dari atasan, dapat dibenarkan dalam logika maqashid 

sebagai tindakan yang mencegah kemudaratan yang lebih besar dan menjaga 

kemaslahatan hidup para pihak. 

Dalam praktiknya, pendekatan maqashid syariah harus diperkuat melalui 

pelatihan berkelanjutan bagi para hakim, termasuk dengan mengintegrasikan 

studi kasus dan metode istinbat hukum berbasis maqashid ke dalam kurikulum 

pendidikan hakim agama. Mahkamah Agung melalui Badan Litbang dan Diklat 

Peradilan Agama dapat menjadi pelopor dalam reformasi kurikulum ini, agar 

hakim tidak hanya menilai perkara secara legalistik, tetapi juga secara 

kontekstual, filosofis, dan humanis. 

Dengan pendekatan ini, peradilan agama tidak hanya akan menjadi tempat 

penyelesaian hukum keluarga, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu 

memuliakan prinsip-prinsip keadilan substantif yang berlandaskan pada nilai-

nilai luhur Islam. Hal ini sangat penting dalam menjawab tantangan hukum 

modern dan kompleksitas sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya 

ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang melibatkan aparat negara, 

perempuan, dan anak-anak. 
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